A

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Pada intinya pemahaman penjual tentang syarat dan ketentuan plat
kendaraan sudah ada, namun mereka tetap menerima pembuatan plat
kendaraan modifikasi karena tuntutan ekonomi, kepuasan konsumen,
dan apabila terjadi razia akibat produk buatannya pihak yang dirugikan
bukan produsen, melainkan pihak pemakai atau pengendara.
Sedangkan pemahaman pembeli plat kendaraan bisa dikatakan masih
minim, dikarenakan ada yang menganggap pelanggaran akibat plat
yang tidak sesuai hanya sebatas terkena razia saja, mereka tidak
mengetahui sanksi adminstratif yang sebenarmya. Di sisi lain pembeli
akan terus memakai plat tersebut selama mereka tidak terkena razia,
terguran atau himbauan dari pihak kepolisian.

Praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Tulungagung
dalam tinjauan Hukum Positif bukan merupakan suatu pelanggaran,
dikarenakan tidak ada aturan tertulis mengenai hal itu. Namun pihak
kepolisian selalu melakukan pengontrolan agar para pembuat plat
kendaraan dapat membuat plat kendaraan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Selain itu, pihak Satlantas Tulungagung memberikan toleransi
pada penjulan plat dengan kategori pemolesan dan plat kendaraan

sementara. Dikarenakan kategori pemolesan ini tidak begitu mengalami
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perubahan yang mencolok dari bentuk aslinya. Sedangkan
diperbolehkannya penjualan plat kendaraan sementara dikarenakan plat
kendaraan tidak bisa secara langsung diterima oleh pemilik kendaraan,
maka demi kenyamanan berkendara diperbolehkanlah penggunaan plat
sementara sampai plat asli jadi.

3. Berkaitan praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal dalam
tinjauan Hukum Islam secara syariat merupakan suatu transaksi yang
diperbolehkan, namun obyeknya secara hukum positif merupakan
barang ilegal. Selain itu praktik pembuatan plat ilegal ini menjadi
wasilah (sarana) meningkatnya pelanggaran plat kendaraan. Dari
pelanggaran ini menimbulkan ketidaktaatan masyarakat kepada
pemerintah (uli alamri) selaku pembuat kebijakan yang akan
membawa kepada kemaslahatan. Sehingga transaksi ini merupakan
suatu transaksi yang makruh dan menimbulkan jual beli yang fasid,

yang mana transaksi ini tidak membawa pada kemaslahatan.

B. Saran-saran

1.  Bagi Pemerintah

Mengenai permasalahan praktik pembuatan dan penjualan plat
kendaraan di luar produksi Samsat perlu adanya pengawasan dan
edukasi terhadap penjual, mengingat penjual sebagai salah satu sarana
meningkatnya pelanggaran lalu lintas, khususnya plat kendaraan.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pemeriksaan kelengkapan
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plat kendaraan secara jeli, karena jika plat kendaraan di luar produksi
Samsat tidak dilihat secara teliti akan terlihat sama dengan plat yang
asli. Kemudian bagi pengendara yang sudah diberi peringatan naumn
tetap melanggar, sebaiknya diberikan sanksi administratif agar
pelanggar merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi,

sehingga pelanggaran akan berkurang.

2. Bagi Penjual dan Pembeli

Dengan melihat beberapa fakta di lapangan bahwa masih banyak
konsumen yang memakai modifikasi plat kendaraan yang tidak sesuai
dengan Undang-undang. Penjual harus lebih tegas memperingatkan
pembeli, tidak hanya memikirkan keuntungan semata dan mematuhi
peraturan yang ada. Sedangkan untuk pembeli sendiri harus
menumbuhkan kesadaran diri sendiri agar menaati hukum yang telah

dibuat agat tidak memperbanyak pelanggaran yang ada.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bisa meneliti objek yang sama dengan kajian hukum lain agar
dapat mengungkap analisis yang lebih baik dan lebih mendalam tentang

plat kendaraan di luar produksi Samsat.



